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Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kctidaksesuaian Barang
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ABSTRAK

Dalam era globalisasi, perkembangan teknofogi intemet berkembang dengan cepat,
termasuk dalam aspek ekonomi. E-commerce, yang merupakan kegiatan jual-beli
secara online tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli,
menjadi salah satu fenomena yang mengalami pertumbuhan pesat. Marketplace
Shopee digunakan sebagai media transaksi dalam jual beli online. Pelaku usaha
dapat menawarkan produk kepada konsumen melalui transaksi online di Shopee.
Namun, seringkali terjadi kecurangan di mana pelaku usaha tidak memenuhi
kewajibannya dengan tidak mengirimkan barang sesuai dengan penawaran yang
diajukan. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli melalui Shopee dan juga
untuk mengetahui proses pertanggungjawaban pelaku usaha di Shopee atas
kerugian yang diterima konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terdiri dari
perlindungan preventif dan represif (baik melalui litigasi maupun non-litigasi),
sementara tanggung jawab pelaku usaha mencakup tanggung jawab mutlak (strict
liability) dan product liability. Pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap
konsumen dalam transaksi jual beli Shopee diharuskan memberikan ganti rugi,
entah berupa pengembalian uang atau sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian.
Kata Kunci: Barang; Ketidaksesuaian; Konsumen; Marketplace;
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini kemajuan terhadap teknologi informasi dan
komunikasi digital telah berkembang dengan pesat. Salah satunya internet yang
memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan sarana berkomunikasi
menjadi mudah dan cepat seolah dunia dibuat tanpa ada keterbatasan jarak.
Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat telah
menciptakan dunia baru yang disebut dunia cyberspace, yang merupakan hasil
integrasi berbagai perangkat teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang
banyak digunakan untuk keperluan komunikasi online satu arah dan timbal balik,
menghubungkan perangkat komunikasi yang tersebar ke seluruh dunia.

Melalui perkembangan pada era digital saat ini telah membawa perekonomian
Indonesia ke babak baru dan lebih populer yaitu ekonomi digital. Selain digunakan
sebagai media berkomunikasi dan media informasi, para pengguna Kkini
memanfaatkan sebagai media jual beli secara online. Kini masyarakat telah banyak
yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencari kebutuhan yang
diinginkannya, karena pada dasarnya transaksi jual beli merupakan kegiatan yang
tidak pernah lepas dilakukan oleh semua manusia.® Hal ini membuat internet

sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar orang.

L Ahmad M.Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam system Hukum Indonesia, Jakarta: Refika
Aditama, 2004, him.1



Jual beli berdasarkan ketentuan pada Pasal 1457 KUHPerdata adalah “suatu
perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati”. Dalam
rumusan perjanjian jual beli tersebut, dapat dilihat bahwa satu pihak (pelaku usaha)
berjanji untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang tertentu dengan
imbalan pihak lain (konsumen) dengan melakukan pembayaran.?

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah teknik dalam bertransaksi
dan membuka peluang baru dalam melakukan transaksi perdagangan, kini dunia
perdagangan banyak menggunakan sistem jual beli berbasis elektronik atau
electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi.® Maraknya kegiatan
perdagangan secara online atau yang lebih dikenal dengan istilah digital economic
atau ekonomi digital ini membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
membuat perubahan sosial yang secara signifikan, karena telah memberikan banyak
sekali keuntungan dan manfaat diantaranya, lebih murah, mudah, praktis, dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja, dan juga tidak harus keluar rumah, cukup
dengan menunggu dirumah hingga barang sampai.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menjelaskan bahwasanya kontrak elektronik mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan kontrak tradisional. Dalam hal ikatan jual beli ini,

2 Wijaya Gunawan dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014, him.7

3 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo, 2021, him.3

4 Firman Turmantara, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang: Setara Press, 2016,
him.32



pembeli bertindak selaku konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi
sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa dan
juga jaminan yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara
itu pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, serta pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
produk yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam deskripsi atau
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana tercantum dalam
Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Transaksi Marketplace di Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana
pengguna internet memiliki dampak yang berkembang pesat pada pertumbuhan
transaksi jual beli secara online. Ikatan jual beli pada marketplace ini sendiri tidak
berbeda dengan transaksi secara konvensional, hal yang membedakannya adalah
pada alur proses pembayarannya, yang dimana pembayaran dilakukan melalui
platform yang menggunakan jaringan internet dan tidak diperlukan pertemuan
antara pelaku usaha dan konsumen. Marketplace menjadi tempat atau sarana

pemasaran produk yang mempertemukan banyak para penjual dan pembeli untuk



saling bertransaksi secara elektronik.> Pelaku usaha tidak lagi bersusah payah dan
kebingungan jika ingin menjual dagangannya, marketplace telah menyediakan
sarana untuk kegiatan jual beli online. Para pelaku usaha di marketplace hanya
memerlukan pendaftaran dan setelahnya tim marketplace yang akan mengawasi
semua proses. Penjual hanya perlu meningkatkan layanan dan promosi karena
marketplace menjadi tempat bergabung banyaknya para penjual dan pembeli.®
Dengan kata lain, marketplace merupakan situs yang menghimpun banyak toko
online. Dalam hal ini para pembeli dapat dimudahkan untuk menemukan suatu
produk yang mereka inginkan dengan tingkat efisiensi yang cepat. Para penjual
akan mencantumkan penjelasan serta harga barang yang mereka tawarkan, hal ini
membantu konsumen untuk melakukan perbandingan harga pada suatu produk
yang sama.

Salah satu marketplace jual beli online di Indonesia adalah Shopee. Shopee
menawarkan beragam produk, termasuk kebutuhan sehari-hari dan fashion, dengan
harga terjangkau dan pengiriman gratis. Pengguna yang menjadi fokus utama
Shopee adalah kalangan remaja karena mereka terbiasa memanfaatkan platform ini
untuk berbelanja produk secara daring. Oleh karena itu, Shopee merancang
aplikasinya dalam bentuk seluler dengan tujuan membuatnya lebih mudah
digunakan dan efisien bagi pengguna. Shopee menyediakan beragam fitur yang

mudah dimengerti oleh semua orang dan sistem transaksi yang praktis, memberikan

5 Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y., “ECommerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya
Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian”, Jurnal RESTI (Rekayasan Sistem dan
Teknologi Informasi), Vol. 1 No.2, 2017, him.132

® Nuraida Wahyuni et.al., “Pengenalan dan Pemanfaatan Marketplace E-commerce Untuk
Pelaku UKM Wilayah Cilegon”, Jurnal Pengabdian Dinamika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Vol.6 No.1, 2019, him.2



kemudahan kepada para konsumen. Produsen memilih Shopee sebagai platform
pilihan mereka karena Shopee menyediakan kemudahan dalam mempromosikan
produk mereka dibandingkan dengan platform e-commerce lain. Shopee
menyajikan fitur live shopping yang berperan sebagai alat promosi yang menarik
untuk memikat minat pembeli dengan penawaran harga yang bersaing. fitur live
shopping juga mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen untuk
mendapatkan informasi tentang produk yang dijual oleh produsen tersebut.’

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa marketplace seperti Shopee pasti
memiliki kekurangan yang merugikan konsumen. Kemudahan dalam transaksi jual
beli di Shopee yang dilakukan secara online atau berbasis teknologi canggih dapat
menimbulkan resiko terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan penjual untuk
melakukan kecurangan dan kelalaian akibat dari tidak adanya pertemuan saat
proses melakukan transaksi. Misalnya pelaku usaha melakukan wanprestasi dimana
barang yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan,
ketidaktepatan dalam pengiriman barang, kualitas barang yang dijual rendah dan
tidak memuaskan, barang yang dikirim cacat atau rusak, dan kesulitan untuk
mengajukan keluhan.

Tumbuhnya situasi ekonomi yang menuju era perdagangan bebas saat ini,
membuat persaingan menjadi lebih ketat dan membuat setiap pelaku usaha
berusaha mempertahankan pelanggan atau konsumen mereka dengan mengubah

ide, sudut pandang, dan taktik pemasaran yang berbeda. Hal ini dapat berdampak

" Dhany Yudha Pratama Widodo dan Henny Prasetyani, “Penggunaan Shopee Sebagai
Media Promosi Untuk meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing”,
Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering, Vol.2 No.2, 2022,
him.14



pada perlindungan konsumen secara global.® Salah satu bentuk resiko yang paling
umum terjadi adalah mengenai kualitas produk yang diiklankan tidak sesuai dengan
apa yang diterima oleh konsumen.

Atas permasalahan tersebut, tidak dapat dipungkiri jual beli melalui
marketplace Shopee juga terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima oleh
konsumen. Seperti yang telah dialami dari beberapa konsumen berikut yang
mendapatkan pengalaman buruk saat berbelanja melalui marketplace Shopee. Salah
satu konsumen dengan nomor transaksi 230817UTO00X85N di toko Hongzhuo
mencantumkan keluhannya bahwa konsumen tersebut memesan hanger 10 pcs,
keranjang sampah 2 pcs, rice cooker 2 pcs, dan botol minum kaca sebagai bonus
belanja. Namun pada saat barang diterima, paket yang dikirim oleh toko terkait
tidak sesuai dengan pesanannya, yaitu berupa hanger 10 pcs, keranjang sampah 2
pcs dan 1 pes wajan rusak yang tidak dapat digunakan.®

Berdasarkan kejadian tersebut tidak sedikit konsumen yang mengalami hal
serupa, seperti salah satu konsumen berikut dengan nomor pesanan
230804RWB3RWND1 di toko Female daily.id yang telah memesan produk Wardah
White Crystal Secret Night Cream 30 gram dengan harga Rp.84.900.000, kemudian
setelah sesampainya pesanan tersebut ternyata berbeda dengan apa yang telah
konsumen pesan, yaitu Wardah Pure treatment Essence 30 ml dengan harga yang

jauh lebih murah sekitar Rp.40.100.000. Konsumen menyampaikan bahwa pelaku

8 Niru Anita Sinaga et.al., “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Jurnal
limiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol.5 No.2, 2015, him.72

® Willy, Produk Tidak Sesuai Pesanan Shopee Melindungi Penjual Yang Curang,
Mediakonsumen, https://mediakonsumen.com/2023/08/28/surat-pembaca/produk-tidak-sesuai-
pesanan-Shopee-melindungi-penjual-yang-curang, diupload pada 9 November 2023, diakses pada
10 oktober 2023 Pukul 19.00
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https://mediakonsumen.com/2023/08/28/surat-pembaca/produk-tidak-sesuai-pesanan-shopee-melindungi-penjual-yang-curang

usaha tidak bertanggung jawab dan tidak amanah dalam berjualan.'® Contoh kasus
terakhir dialami konsumen dengan nomor pesanan 221212FCG1CDV yang
membeli sebuah panci presto, namun yang diterima tidak sesuai dengan pesanan,
yaitu berupa bros.!!

Resiko yang diakibatkan dari transaksi bisnis pada marketplace Shopee
memerlukan upaya preventif seperti dengan meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kepedulian, dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri serta
menumbuh kembangkan sikap bertanggung jawab pada pelaku usaha. Pelaku usaha
dibebankan kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk yang dijualnya agar
tidak menimbulkan kerugian pada konsumen, karena pihak pelaku usaha yang
mengetahui informasi dan kebenaran menyangkut keamanan suatu produk tertentu
yang dijualnya. Terkait mengenai hak konsumen yang sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pada Pasal 4 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak-hak mereka, salah satunya
ialah hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Melalui pernyataan di atas dapat diketahui bahwa hak konsumen perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Akan ada aturan yang sesuai

dalam menangani masalah tersebut jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam

10 Rosalina, Produk Tidak Sesuai Pesanan, Penjual Banyak Alasan, Mediakonsumen,
https://mediakonsumen.com/2023/08/12/surat-pembaca/produk-tidak-sesuai-pesanan-penjual-
banyak-alasan, diupload pada 12 Agustus 2023, diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 19.15

u Afriana Dyah, Seller Penipu di Shopee, Mediakonsumen
https://mediakonsumen.com/2022/12/26/surat-pembaca/seller-penipu-di-Shopee, diupload pada 26
Desember 2022, diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 19.22
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melakukan sesuatu.'? Salah satunya perlindungan yang telah pemerintah terbitkan
mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang telah mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta
pelaku usaha di Indonesia dan juga Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik bagi mereka yang melakukan transaksi secara online serta
diharapkan dapat mengurangi upaya penyalahgunaan teknologi dalam melakukan
proses transaksi jual beli.

Saat ini masih banyak konsumen yang masih mengalami kerugian saat
berbelanja melalui transaksi elektronik. Masalah yang dialami konsumen
merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan dan diawasi. Konsumen di
Indonesia diharapkan dapat berperan aktif untuk meningkatkan martabat dan
kesadaran konsumen dalam menjaga hak-haknya yang sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan mengenai perlindungan terhadap konsumen yang merasa dirugikan
karena ketidaksesuaian barang yang dipromosikan dengan barang yang diterima
secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum
terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Barang yang dibeli pada

Marketplace Shopee.

2 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers,
2016, him.6



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam perjanjian jual beli melalui Shopee?
2. Bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban pelaku usaha di Shopee

terhadap kerugian yang diterima oleh konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari permasalahan yang telah disebutkan

diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan
hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli
melalui Shopee.

2. Untuk menjelaskan dan  menganalisis bentuk dan  proses
pertanggungjawaban pelaku usaha di Shopee atas kerugian yang diterima

oleh konsumen.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang

bermanfaat bagi masyarakat, dan dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat
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menjadi salah satu bentuk kontribusi dari calon sarjana dengan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum keperdataan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Konsumen
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman
bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi pada marketplace Shopee agar
pihak konsumen dapat memenuhi hak dan kewajibannya dan juga guna
menghindari terjadinya suatu wanprestasi.
b. Bagi Pelaku Usaha
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman
bagi pelaku usaha yang terlibat melakukan penjualanan di marketplace
Shopee agar dapat menumbuh kembangkan sikap bertanggung jawab pada
pelaku usaha.
c. Bagi Penyedia Platform Shopee
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman
bagi pihak penyedia platform Shopee agar dapat meningkatkan keamanan,
pengamanan, dan juga kenyamanan guna menghindari perihal yang
merugikan bagi pengguna platform Shopee.
d. Bagi Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi penegak
hukum dalam mengatasi terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan

pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan kelalaian.



11

e. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan juga
bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Perdagangan pada
tingkat pusat dan daerah dalam membuat kebijakan serta pengawasan
terkait pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara online untuk mencegah
adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

f. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan
informasi mengenai tingkat kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi
calon konsumen agar mendapatkan hak dan kewajibannya dan juga bagi

pelaku usaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, agar
penulisan skripsi ini lebih tersusun dan menghindari kemungkinan pembahasan
yang menyimpang dari inti permasalahan yang diteliti, dan sesuai dengan inti
permasalahan yang dibahas dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka
skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang bentuk dan proses perlindungan
hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian barang yang dibeli pada
marketplace Shopee dan bentuk dan proses pertanggungjawaban pelaku usaha

terhadap kerugian yang diterima oleh konsumen.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam masyarakat adalah untuk mendamaikan dan
mengatur kepentingan yang terkadang bertentangan dari berbagai pihak.
Perlindungan juga dapat merujuk pada pertahanan yang ditawarkan oleh seseorang
terhadap orang lain yang lebih lemah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan
hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang
lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak yang diberikan oleh hukum.*3

Hal ini berkaitan dengan pengertian perlindungan konsumen yang merupakan
upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi
atau menggunakan produk dan jasa. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga Konsumen yang
berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha
diseluruh wilayah Indonesia.’* Hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak
konsumen terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut.
Ada dua macam upaya hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:*®
a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan

tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

13 Satjipto Rahardjo, llmu hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, him.54

14 Annisa Medina Sari, Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan dan Asasnya, Fakultas
Hukum UMSU, https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/,
diupload pada 18 Juli 2023, diakses pada 20 September 2023 Pukul 21.25

15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina limu,
2016, him.2
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peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah dan

memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini merupakan
perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran.

Keterkaitan teori perlindungan hukum dengan skripsi ini adalah sebagai dasar
untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum
atau jaminan terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas hak-hak konsumen
yang tidak terpenuhi atau ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen saat
berbelanja melalui marketplace Shopee.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum
Teori tanggung jawab hukum mengkaji kewajiban subjek hukum atau pelaku

yang telah melanggar hukum untuk membayar ganti rugi atau menjalankan
hukuman sebagai ganjaran atas kesalahan atau kecerobohan mereka. Secara harfiah
pengertian tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang
diharuskan menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu yang dapat
dituduhkan, dituntut, digugat atau juga hak untuk menerima tanggungan sebagai
akibat sikapnya oleh pihak lain. Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu
ganjaran seseorang atas kebebasan pada tindakannya yang berkaitan dengan etika
atau moralitas ketika melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi dua macam,

yakni pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault)
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dan pertanggungjawaban atas dasar risiko atau pertanggungjawaban tanpa

kesalahan yang diketahui (liability without fault) atau dikenal dengan

pertanggungjawaban mutlak (strict liability).t®

Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya bahwa seseorang secara hukum
bertanggung jawab atas perbuatan tertentu, subjek bahwa ia memikul tanggung
jawab atas semua akibat dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen membagi beberapa tanggung jawab, yaitu:’

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang bertanggung jawab atas
pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seseorang bertanggung jawab atas suatu
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3. Pertanggungjawaban berlandaskan kesalahan, yaitu seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan
direncanakan untuk menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas
pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak direncanakan.

Keterkaitan teori tanggung jawab dalam skripsi ini yaitu untuk membahas dan

menganalisis bagaimana bentuk upaya pertanggungjawaban pelaku usaha di

Shopee atas kerugian yang terjadi pada konsumen karena hak-hak konsumen yang

tidak terpenuhi akibat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

16 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, him.49
7 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif/Hans Kelsen,
Diterjemahkan oleh Raisul Muttagien, Bandung: Nusa Media, 2018, him.140
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3. Teori Perjanjian

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan perjanjian menjadi salah satu
pembicaraan yang tidak akan ada habisnya. Perjanjian adalah kejadian di mana
salah satu pihak berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak melakukan
perjanjian untuk melakukan tindakan tertentu. Hubungan antara kedua belah pihak
dalam suatu perjanjian menyebabkan timbulnya ikatan dalam bentuk hak dan
kewajiban untuk kesuksesan bagi kedua belah pihak. Van Dunne mendefinisikan
perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
suatu perjanjian dengan akibat hukum.*®

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah tindakan yang
dilakukan satu individu atau lebih mengikat dirinya sendiri terhadap satu individu
lain atau lebih.’® Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus
memenuhi empat persyaratan keabsahan, yang meliputi kesepakatan, kecakapan,
hal tertentu dan klausa yang halal.
1. Kesepakatan

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya dalam perjanjian.

Seseorang dinyatakan bahwa ia telah memberikan izin atau persetujuan

(Toestemming) jika seseorang tersebut benar-benar menginginkan apa yang

telah disepakati.

18 Salim H. Sidik, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
him.161

19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Jakarta:
Rajawali Pers, 2014, him.92
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2. Kecakapan
Kecakapan dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata,
orang-orang yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yakni yang
pertama adalah orang-orang yang belum cakap umur atau dapat dibilang belum
dewasa, kedua adalah mereka yang ditempatkan di bawah pengawasan, dan
ketiga adalah wanita yang telah menikah.
3. Hal tertentu
agar dapat terlaksananya sebuah perjanjian maka dalam suatu perjanjian
diperlukan pokok atau objek tertentu yang dapat dikategorikan.
4. Kausa yang halal
Sebab atau kausa yang dimaksud dalam syarat sah perjanjian yang keempat ini
bukanlah mengenai alasan atau motif seseorang melakukan perjanjian,
melainkan tujuan dan isi dalam perjanjian itu sendiri.?°
Jika keempat persyaratan perjanjian ini terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi
sah dan mengikat secara hukum terhadap pihak-pihak yang membuatnya.
Keterkaitan teori perjanjian dalam penelitian ini sebagai dasar untuk
menjelaskan serta menganalisis bagaimana terlaksananya suatu perbuatan hukum
antara para pihak yang berjanji atau menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian.
Hal ini berkaitan pada kasus yang peneliti bahas dalam pelaksanaan transaksi jual
beli melalui marketplace Shopee yang mengikat para pihak, yaitu selaku pelaku

usaha dan konsumen.

20 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditanjau Dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi
llmu, VVol.5 No.1, 2012, him.4
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G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh adapun penelitian ini menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian
normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat resmi seperti undang-undang dan
literatur-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum normatif atau
yang dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal dapat dipahami sebagai
penelitian sederhana tentang keberadaan hukum di dalam suatu yurisdiksi
tertentu.?!
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai objek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian
ini melalui pendekatan masalah yang terdiri dari:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
menyangkut dengan isu hukum yang ditangani.?> Dalam metode pendekatan

perundang-undangan peneliti harus memahami hirarki, serta asas-asas dalam

2! David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal llmu Pengetahuan Sosial, VVol.8 No.8, 2021, him.5

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2016, him.93
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peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat diartikan, bahwa yang
dimaksud dari statute merupakan legilasi dan regulasi. Dengan demikian
pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan
legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan sebuah pendekatan
konsep yang dirancang untuk mengkaji bahan hukum dalam rangka memastikan
makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan dalam upaya
mendapatkan makna baru yang terkandung pada istilah-istilah hukum tersebut
dengan diteliti atau menguji dalam bentuk teori dan praktek.?® Dengan kata lain
pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang muncul dari doktrin dan
perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan konsep-
konsep yang menimbulkan definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip
hukum yang berkaitan dengan topik yang dihadapi dengan mempelajari doktrin
dalam ilmu hukum.?*

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari serta
mengkaji penerapan norma dan aturan hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum. Pada skripsi ini, penulis membahas kasus yang sudah penulis uraikan dalam
latar belakang masalah mengenai ketidaksesuaian barang yang dibeli pada

marketplace Shopee.

23 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh, Pekanbaru: UIN
Suska Riau, 2015, him.41
2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, him.135
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan dalam penelitian ini menggunakan bahan sekunder.
Bahan sekunder merupakan bahan yang diperoleh secara tidak langsung dari objek
penelitian atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk mengatasi masalah hukum
secara preskriptif, maka diperlukan sumber informasi hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat. Seperti peraturan perundang-undangan, risalah dari pembentukan
undang-undang dan kaidah hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang
berhubungan dengan pokok permasalahan. Pada penelitian ini bahan hukum primer
yang digunakan adalah:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan
hukum primer, yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media
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cetak, atau elektronik. Dengan kata lain bahan hukum sekunder merupakan
penelitian yang menggunakan teknik studi kepustakaan.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum,
jurnal, dan juga internet untuk mendukung data sekunder dari studi kepustakaan
yang berkaitan dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library
research). Studi pustaka dilakukan melalui pencarian bahan-bahan hukum dengan
membaca, melihat, mendengarkan, atau kini banyak dilakukan pencarian dengan
internet.® Melalui teknik pengumpulan bahan hukum ini guna untuk menghimpun
data sekunder yang menyangkut dengan permasalahan penelitian yang
dikemukakan dengan mengkaji buku ilmu hukum, jurnal hukum, hasil penelitian
hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diartikan studi
pustaka adalah tinjauan terhadap tulisan-tulisan hukum yang telah dipublikasikan
secara luas, diambil dari berbagai sumber, dan digunakan dalam penelitian hukum

normatif.

%5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him.160
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang tepat dengan materi penelitian ini adalah
menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian
yang menghasilkan data analisis deskriptif, atau apa yang dinyatakan oleh tujuan
penelitian yang berkaitan secara tertulis maupun lisan dan tindakan yang nyata.?
Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk membahas informasi hukum yang telah
dikumpulkan dengan menggunakan dasar-dasar teoritis yang sudah ada
sebelumnya, kemudian dirangkum secara deskriptif untuk menciptakan gambaran
yang dapat dipahami dengan jelas, terarah, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,
untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis menggunakan metode
deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode pendekatan deduktif adalah
penarikan kesimpulan yang dimulai dengan pengertian bersifat umum yang
realitasnya sudah diketahui dan diakhiri pada kesimpulan yang bersifat lebih
khusus.?” Dapat disimpulkan, bahwa metode pendekatan secara deduktif adalah
cara berpikir yang didasarkan pada pengamatan terhadap hal-hal bersifat umum
menjadi khusus. Karena itu, penulis menerapkan pendekatan ini untuk mengamati
masalah yang bersifat umum terkait dengan pembahasan penulis dalam penelitian

ini, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

% Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: Ul-Press, 2016, him.67
27 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,
him.31
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